BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan
dalam Bab IV sebagaimana yang telah disajikan sebelumnya, maka penulis
membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya keabsahan dari tanda tangan elektronik meskipun belum
disebutkan secara jelas dalam KUHPerdata, akan tetapi hal tersebut tetap
diakui sebagai alat bukti tertulis sebagaimana yang diamantkan dalam Pasal
1866 KUHPerdata yang menegaskan tentang alat bukti tertulis Jo Pasal 5 ayat
(1 dan 2) UU ITE yang menerangkan tentang informasi elektronik atau
dokumen elektronik maupun cetakannya sebagai alat bukti yang sah. Sehingga
hal ini membuktikan bahwa keabsahan dari tanda tangan elektronik dapat
diakui sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku di
Indonesia. Dengan demikian maka penulis dapat memastikan bahwa tanda
tangan elektronik adalah alat bukti yang sah.

2. Adapun faktor yang menyebabkan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti
yang sah dalam model perjanjian, sebagaimana hasil penelitian yang telah
dibahas sebelumnya, terdapat tiga faktor mendasar yang menjadi penyebabnya,

yakni sebagai berikut:
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a. Faktor bentuk tanda tangan elektronik;
b. Faktor sistim elektronik yang digunakan;
c. Faktor jaminan kerahasiaan informasi elektronik.
5.2. Saran
Sebagai saran penulis sebelum mengakhiri hasil penelitian yang telah
dibahas, yakni antara lain:

1. Dimasa mendatang sebaiknya para pembuat undang-undang menambahkan
dalam Pasal 1866 KUHPerdata dengan menyebutkan secara jelas tentang alat
bukti tertulis berupa dokumen elektronik sebagaimana yang dituangkan dalam
UU ITE.

2. Sebaiknya disetiap daerah didirikan lembaga khusus yang secara profesional
menjamin pertanggungjawaban pembuatan tanda tangan elektronik dengan
dukungan sistim yang memadai sebagaimana yang diamanatkan dalam UU
ITE, agar penggunaan tanda tangan elektronik dapat diterima dan digunakan

oleh semua pihak.
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